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RINGKASAN

Muna Mawaddah. April 2023. EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.
Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93
halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping:
Dr.Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Pemidanaan kebiri di Indonesia termasuk dalam pidana tambahan diluar pidana pokok, dasar
hukumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta prosedur
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Sesuai peraturan
tersebut disebutkan bahwa pemidanaan kebiri dilaksanakan oleh tenaga medis terhadap pelaku
kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan tersebut dilakukan dengan menyuntikkan
antiadrogen terhadap tubuh terpidana guna menghilangkan hasrat seksual seseorang tersebut
secara berkala hingga hasrat tersebut benar-benar hilang, hal ini disebut juga dengan sterilisasi.

Peraturan tersebut berlawanan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa
pemaksaan sterilisasi dilarang dan dianggap tindak pidana kekerasan seksual yang dapat
dihukum denda sesuai undang-undang tersebut. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2020 diatur mengenai prosedur pelaksanaan tindakan kebiri yang khususnya terdapat pada
pasal 3 bahwa tindakan kebiri dilakukan oleh tenaga medis yang berkompetensi dalam hal itu.
Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual dimana hal
tersebut yang merupakan sterilisasi atau juga berarti sama dengan kebiri kimia adalah
perbuatan yang dilarang. Tenaga medis yang melakukan tindakan kebiri kimia tersebut
berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin dihukum atas perbuatannya sebab kedua

undang-undang tersebut yang berlawanan.
Adapun ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Perlindungan Anak terutama pada pasal 81 ayat 4 dan 5 yang menjadi tolak ukur dalam
penjatuhan pemidanaan hukuman kebiri, dalam peraturan tersebut tidak ditegaskan
secara jelas mengenai persoalan jika terdakwa atau terpidana hanya bisa melakukan
beberapa persyaratan saja misalnya menimbulkan korban lebih dari satu orang namun
tidak menimbulkan luka berat, atau hanya menyebabkan korban meninggal dunia
namun korban yang ditimbulkan hanya satu orang, tidak dijelaskan secara spesifik
apakah pelaku tersebut tetap diberikan pemidanaan kebiri atau pidana pokok saja.
Selain itu, penulis berpendapat bahwa pemidanaan kebiri merupakan hukuman yang
perlu dipertimbangkan secara serius mengingat pidana tersebut sangat kontroversial
dan dianggap melanggar hak asasi manusia, serta beberapa syarat yang disebutkan
dalam undang-undang yang mengaturnya dinilai masih bisa dipertimbangkan dengan
memberikan pidana pokok ataupun hukuman alternatif lainnya karena dengan
diterapkannya hukuman tersebut masih belum bisa mengurangi kekerasan seksual
terhadap anak di Indonesia mengingat tujuan pemidanaan tersebut adalah memberikan

efek jera.

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
khususnya pada pasal 9 mengandung kekaburan hukum karena tidak menjelaskan
secara detail terkait dengan pemidanaan kebiri kimia/sterilisasi berdasarkan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2020 tentang prosedur pelaksanaan pidana kebiri kimia yang
menyebutkan bahwa kebiri dilakukan oleh tenaga medis atas perintah hukum. Pada
pasal 9 menyebutkan kepada semua orang yang melakukan pemaksaan sterilisasi
mengingat hukuman kebiri kimia juga merupakan pemaksaan karena dilakukan tidak
atas persetujuan terpidana. Hal ini dianggap kabur karena tidak dirinci secara spesifik
menegenai pengecualian tenaga medis yang melakukan tindakan kebiri atau disebut

juga dengan sterilisasi.
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ABSTRAK

Muna Mawaddah. April 2023. EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.
Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93
halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping:
Dr.Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Kebiri bisa dilakukan terhadap hewan maupun manusia. Biasanya kebiri yang dilakukan
terhadap hewan bertujuan untuk mengurangi populasi hewan tersebut, namun berbeda lagi
dengan tujuan pengebirian yang dilakukan terhadap manusia. Dasar hukum kebiri Kimia di
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dan Perubahannya. Hukuman kebiri ini sendiri bersifat hukuman pemberat bagi pelaku
kekerasan seksual yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Beberapa yang setuju
terhadap hukuman kebiri dikarenakan kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat dan
dengan adanya hukuman ini dipercaya dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya,
sedangkan sebab tidak setujunya para pihak terhadap hukuman kebiri karena dianggap

melanggar HAM (hak asasi manusia) dan dinilai tidak manusiawi.

Pada tahun 2022 lahir undang-undang baru yang mengatur tentang “Tindak Pidana Kekerasan
Seksual” yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur tentang
tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku
pelanggaran kekerasan seksual. Lahirnya peraturan baru ini berkaitan dengan adanya hukuman
pemberat kebiri, dilihat dari pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
menyebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas beberapa kategori yang salah
satunya adalah pemaksaan sterilisasi. Dengan adanya undang-undang ini tentu ada
hubungannya dengan hukuman kebiri yang diterapkan di Indonesia. Artinya, hukuman Kkebiri
ini termasuk dalam pelanggaran tindak pidana kekerasan seksual yaitu pemaksaan pemasangan
sterilisasi  karena  pengebirian  tersebut  dilakukan  tidak atas  persetujuan
seseorang yang dihukum. Namun, eksistensi hukuman tersebut dapat terus dipertaruhkan
karena terdapat alasan pembenar bagi tenaga medis yang melakukan pemasangan sterilisasi
tersebut atas perintah undang-undang. Selain itu, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan
kriteria “setiap orang” yang melakukan pemaksaan sterilisasi pada Undang-undang Nomor 12

Tahun 2022 dengan mengeluarkan peraturan baru.

Kata Kunci (keyword): Eksistensi, Kebiri, Kekerasan Seksual
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